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LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN

NOMOR

:

:

2004

06

TAHUN

S E R I

:

:

2004

A

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pajak Parkir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 Tahun 2001;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu
upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari
pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Parkir perlu
dilakukan intensifikasi;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi Pajak Parkir, maka Peraturan
Daerah Kota Bandung sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu
disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru sebagaimana
tersebut huruf b;

d. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c di
atas, perlu mengatur kembali tentang Pajak Parkir yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 3685 Jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2987);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Ancaman
Pidana/Sanksi;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
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18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib
Pengelolaan Perpakiran;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENDIRIAN DAN
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri berikut jajaran di
bawahnya;

b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

c. Daerah adalah Kota Bandung;

d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

f. Walikota adalah Walikota Bandung;

g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang dilingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari
Walikota;

h. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

i. Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir;

j. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang
pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

http://www.bphn.go.id/



4

k. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan
atas penyelenggaraan tempat parkir/atau jasa sebagai pembayaran kepada
penyelenggaraan tempat parkir;

l. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan
usaha Parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelantaran milik pemerintah/swasta
orang pribadi  atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya;

m. Gedung parkir adalah Tempat Parkir Kendaraan, tempat menyimpan kendaraan
dan/atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa Gedung milik
Pemerintah/Swasta, Orang Pribadi atau Badan yang dikelola sebagai tempat parkir
kendaraan;

n. Pelataran parkir adalah Pelataran milik Pemerintah/Swasta, Orang Pribadi atau
Badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka;

o. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan
kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;

p. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk
menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memanjang kendaraan untuk
jangka waktu tertentu, dan/atau untuk diperjual belikan;

q. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang
ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau
barang di jalan;

r. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

s. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;

u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan;

w. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar adalah yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
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y. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

(2) klasifikasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :

a. Gedung parkir;

b. Pelataran parkir;

c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara
asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

c. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta
tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas
tempat parkir.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
pemakaian tempat parkir, berdasarkan klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan
frekuensi kendaraan bermotor.
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